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KATA PENGANTAR 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana tertuang 

dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengamanatkan setiap 

kementerian/lembaga (K/L) untuk menyusun Rencana Strategis 

(Renstra) periode 5 tahun. Renstra Badan Narkotika Nasional (Renstra 

BNN) merupakan dokumen negara yang berisi upaya-upaya 

pembangunan bidang pertahanan dan keamanan dalam penanganan 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia. Upaya

upaya tersebut dijabarkan dalam bentuk program/kegiatan beserta 

indikator, target, hingga kerangka pendanaan dan kerangka regulasi, 

dengan mengacu pada visi dan misi serta nawacita presiden yang 

ditetapkan pada Peraturan Presiden N omor 2 Tahun 201 5  tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 

2015-20 19 .  

Renstra BNN tahun 2015-20 1 9  ini digunakan sebagai acuan dalam 

perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan seluruh unit keija di 

lingkungan BNN dan stakeholder lainnya dalam kurun waktu 201 5-

20 19 .  

Saya mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua 

pihak yang telah berkonstribusi dalam penyusunan Renstra BNN tahun 

20 1 5-2019 .  Pada kesempatan ini pula saya mengajak semua pihak 

untuk saling bersinergi dalam penanganan permasalahan narkoba di 

Indonesia. Semoga penyusunan dan penerbitan Renstra BNN Tahun 

2015-20 1 9  ini mendapatkan ridha dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin 

Jakarta, April 2015  

Kepala Badan Narkotika Nasional 
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BADAN NARKOTIKA NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA 

PERATURAN KEPALA BAD AN NARKOTIKA NASIONAL 

NOMOR 7 TAHUN 2015 

TENTANG 

RENCANA STRATEGIS BAD AN NARKOTIKA NASIONAL 

TAHUN 2015-2019 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL, 

bahwa da1am rangka me1aksanakan amanat pasa1 19 

ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 204 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasiona1, per1u 

menerapkan Rencana Strategis Badan Narkotika 

Nasiona1 Tahun 201 5-2019 

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasiona1 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 1 04, Tambahan Lembaran Negara 

Repub1ik Indonesia Nomor 4421 ); 
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b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 lenlang 

Nrkolika, (Lembaran Negara Repulik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran 

Negara Repub1ik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

143, Tambahan Lembaran Negara Republi 

Indonesia Nomor 5062); 

c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 

Tahun 201 0 lenlang Badan Narkotika Nasional 

(Berila Negara Repub1ik Indonesia Tahun 201 0 

Nomor246 

d. Peraturan Menleri Negara Perencanaan 

Pembangunan Nasional/Kepa1a Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasiona1 Nomor 5 

Tahun 2014 lentang Pedoman Penyusunan 

Rencana Stralegis Kemenlerian/Lembaga 

(Renslra-KL) 2015-201 9; 

e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 

Tahun 2015 lenlang Rencana Kerja Pembangunan 

Jangka Menengah Nasiona1 (RPJMN) Tahun 

2015-201 9; 

f. Peraturan Presiden Repub1ik Indonesia Nomor 3 

Tahun 2015 1en1ang Perubahan Alas Peraturan 

Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tenlang Rencana 

Kerja Pemerinlah Tahun 2015; 

g. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 

Tahun 1 999  lentang Akunlabilitas Kinerja Inslansi 

Pemerintah; 

h. Peraturan Kepala Badan Narkolika Nasiona1 

Nomor 1 6  Tahun 2014 lenlang Organisasi dan 

Tala Kerja Badan Narkolika Nasiona1; 

i. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasiona1 

Nomor 3 Tahun 2015 lentang Organisasi dan Tala 

Kerja Badan Narkolika Nasional Provinsi dan 

Kabupaten/Kola; 
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Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA 

NASIONAL TENTANG RENCANA STRATEGIS 

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK 

INDONESIA TAHUN 2015-2019. 

Pasal l 

(1) Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN merupakan 

Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan di bawah 

Presiden dan Bertanggung Jawab kepada Presiden 

(2) Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2015·2019 yang 

selanjutnya disingkat Renstra BNN tahun 2015·2019 adalah dokumen 

perencanaan bnn untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 

2015 sampai dengan 2019 

( 3 )  Renstra BNN tahun 2015 meliputi uraian visi, misi, tujuan, strategi, 

kebijakan, program dan kegiatan prioritas sesuai dengan tugas, fungsi, 

dan wewenang BNN. 

Pasal2 

Renstra BNN Tahun 2015·2019 disusun sebagai acuan bagi: 

a. Penyusunan Renstra Unir Eselon 1/Il dan Satuan Kerja di lingkungan 

BNN; 

b. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) BNN; 

c. Terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan lingkup 

BNN; 

d. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, 

dan berkelanjutan; 

Pasal 3 

Renstra unit kerja eselon I dan unit kerja mandiri instansi vertikal di 

lingkungan BNN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan 

sistematika sebagai berikut: 
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a. Bab I Pendahuluan; 

b. Bab II Visi, Misi, dan Tujuan; 

c. Bab III Arah Kebijakan dan Strategi; 

d. Bab IV Target Kineija dan Kerangka Pendanaan; 

e. Bab V Penutup;dan 

f. Lampiran 

Pasal4 

Renstra BNN Tahun 2015-201 9 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. 

Pasal 5 

Peraturan Kepala BNN ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Kepala Badan Narkotika Nasional Ini dengan penempatannya dalam Berita 

Negara Republik Indonesia. 

Diundangkan di Jakarta 

Ditetapkan di Jakarta 

Pacta tanggall4 Juli 2015 

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL 

� 

Pacta tanggal 20 15 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA 

TTD 

YASONA H- LAOLY 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika saat ini, 

merupakan permasalahan besar baik nasional maupun 

intemasional. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba 

terbukti telah merusak masa depan bangsa di negara manapun, 

merusak karakter manusia, merusak fisik dan kesehatan 

masyarakat, serta dalam jangka panjang berpotensi besar 

mengganggu daya saing dan kemajuan suatu bangsa. Oleh karena 

besamya dampak kerusakan yang ditimbulkan, peredaran gelap 

narkoba digolongkan dalam kejahatan luar biasa (extraordinary 

crime) dan serius (sen'ous cnine). Terlebih , peredaran gelap 

narkoba bersifat lintas negara (transnational) dan terorganisir 

(organized) sehingga menjadi ancaman nyata yang membutuhkan 

penanganan serius dan mendesak. 
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Berbagai upaya yang dilakukan oleh dunia internasional 

termasuk Indonesia sendiri, masih belum dapat mengurangi angka 

peredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh pelaku kejahatan 

terorganisir (organized crime). Pemerintah Indonesia telah 

bertekad , bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika 

merupakan bahaya nyata yang harus ditangani secara dini dengan 

melibatkan seluruh komponen bangsa yang ada. Dalam lima 

tahun terakhir saja, trend peningkatan tindak pidana narkotika 

terns menerus tetjadi. Peningkatan ini bisa terlihat dengan semakin 

bertambahnya jumlah kasus yang dilaporkan serta jumlah 

tersangka yang terlibat, baik sebagai pengguna maupun sebagai 

pengedar narkotika. 

Saat ini, situasi global perkembangan penyalahgunaan dan 

peredaran gelap narkoba menunjukkan kecenderungan yang 

semakin mengkhawatirkan. 

Situasi Global 

Dalam pertemuan Comission on Narcotic and Drug (CND) 

ke-58 pada bulan Maret 2015 berkaitan dengan situasi 

penyalahgunaan narkoba, United Nations Oflice On Drugs and 

Crime (UNODC) dan World Health Organization (WHO) 

memperkirakan 3 ,5- 7% penduduk dunia atau sekitar 162-324 juta 

orang paling tidak pernah menggunakan narkoba, sementara 

sekitar 16-39 juta orang mengalami ketergantungan narkoba. Juga 

diperkirakan 12,7 juta orang menggunakan narkoba dengan jarum 

suntik, dan sebanyak 1 ,7  juta orang mengidap HIV. Secara global 

UNODC memperkirakan 183 .000 per tahun angka kematian 

terkait narkoba. Penerapan harm reduction masih sangat kurang di 

banyak negara. 
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Untuk wilayah Eropa penggunaan kokain, heroin, 

mariyuana, dan Amphetamine Type Stimulants (A TS) relatif stabil 

tetapi terlihat peningkatan untuk jenis New Psychoactive 

Subtances (NPS). Sedangkan wilayah Asia (khususnya Asia 

Tenggara) dan Afrika penggunaan ATS meningkat tajam. Secara 

global terdapat 354 jenis dan di masa mendatang akan semakin 

bertambah jumlahnya. Beberapa jenis NPS tersebut diantaranya 

methilon, krathom, dan Lysergic Acid Diethylamide (LSD) atau 

smile, phenethylamines, serta golongan piperazine. 

Situasi di Indonesia 

Eskalasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di 

tingkat global turut mempengaruhi kondisi penyalahgunaan dan 

peredaran gelap narkoba di Indonesia. Apabila ditinjau dari aspek 

penyalahgunaan narkoba, laju peningkatan angka prevalensi 

penyalah guna narkoba tersebut terutama dipengaruhi oleh 

bertambahnya jumlah pengguna narkoba coba pakai. Pada Tahun 

2014 BNN dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 

Universitas Indonesia (Puslitbangkes UI) melakukan Survey 

Nasional Penyalahgunaan Narkoba yang dilaksanakan di 1 7  

provinsi sebagai sampling yaitu Sumut, Kepri, Sumsel, Lampung, 

DKI Jakarta, Jabar, Kalbar, Kaltim, Bali, Jatim, DI Yogyakarta, 

NTB, Sulsel, Sulut, Sultra, Maluku dan Papua menunjukan bahwa 

angka prevalensi penyalah guna narkoba di Indonesia dapat 

diuraikan berdasarkan jenis penyalahguna Coba Pakai pada Tahun 

2008 sebesar 872,928 (26%), pada Tahun 20 1 1  sebesar 1 , 1 59,649 

(27%), dan Tahun 2014 sebesar 1 ,624,026 (39%). Teratur pakai 

pada Tahun 2008 sebesar 894,492 (27%), pada Tahun 201 1 sebesar 

1 ,9 1 0,295 (45%), dan pada Tahun 20 14  sebesar 1 ,455,232 (37%).  
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Sedangkan pecandu non suntik pada Tahun 2008 sebesar 

1 ,358,935 (40%), pada Tahun 2011 sebesar 1 ,134,358 (27%), dan 

pada Tahun 2014 sebesar 875 ,248 (23%).  Pecandu Suntik pada 

Tahun 2008 sebesar 236,172 (7%), 70,031 (1%), 67,722 (!%). 

Sehingga total penyalahguna pada Tahun 2008 sebesar 3 ,362,527 

(1 ,99%), Tahun 2011 sebesar 4,274,333 (2,23%),  dan Tahun 2014 

sebesar 4 ,022,228 (2, 18%). Hal terse but mengindikasikan masih 

lemahnya daya tangkal masyarakat terhadap bahaya 

penyalahgunaan narkoba. Dari seluruh penyalahgunan tersebut 

sangat memerlukan layanan perawatan rehabilitasi, namun saat ini 

lembaga layanan perawatan rehabilitasi yang tersedia barn 

sejumlah 340 lembaga rehabilitasi milik pemerintah dan 132 

lembaga rehabilitasi milik komponen masyarakat dan rumah 

sakit/klinik swasta dengan total kapasitas layanan hanya 18 .000 

penyalah guna dan pecandu per tahunnya. 

Jumlah penyalahguna berdasarkan penarikan sampel 

pertama relatif sama. Kelompok rentan penyalahgunaan narkoba 

adalah peketja (35%), pelajar/mahasiswa (33%), dan 

pengangguran (32%). Berdasarkan penelitian tersebut diperoleh 

gambaran bahwa beberapa peningkatan penyalahgunaan narkoba 

dipengaruhi oleh karakteristik jenis pekerjaan. Pola peredarannya 

adalah Face to face, transaksi melalui kurir, pembelian langsung 

ke pusat peredaran narkoba, sistem tempe! (istilah yang sering 

dipakai adalah "sistem ranjau"), dan sistem lempar lembing. 

Ditinjau dari aspek peredaran gelap narkoba, kenaikan angka 

prevalensi penyalah guna narkoba sangat dipengaruhi oleh faktor 

kemudahan penyalah guna dan pecandu dalam memperoleh 

narkoba. Indonesia menjadi sasaran peredaran gelap narkotika 
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dikarenakan Indonesia merupakan great market dan good price. 

dengan kebutuhan narkoba tertinggi di kawasan ASEAN (48%) 

menjadi sebab maraknya peredaran gelap narkoba (terutama ATS) 

dan NPS. Sebagai catatan, sampai dengan akhir Desember 201 4  

telah ditemukan sebanyak 3 5  jenis NPS d i  Indonesia dan 1 8  jenis 

diantaranya telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 13 Tahun 20 14  tentang Perubahan Penggolongan 

Narkotika. 

Pola peredaran gelap narkoba di Indonesia selalu berubah

ubah tergantung kondisi pengamanan yang ada. Narkoba ilegal 

dari luar negeri pada umumnya masuk ke Indonesia melalui 

Malaysia di bawah kendali jaringan sindikat intemasional West 

Africa di Malaysia dan jaringan yang berada dalam lembaga 

pemasyarakatan di Indonesia. Pintu masuk narkoba kebanyakan 

melalui jalur pelabuhan !aut dan sungai, serta perbatasan negara 

yang masih sangat minim pengawasan. Saat ini jalur darat dan 

udara, baik resmi maupun tidak resmi masih mudah ditembus 

untuk menyelundupkan narkoba, baik dengan atau tanpa 

keterlibatan oknum aparat 

Modus operandi oleh jaringan sindikat yang memasukkan 

narkoba secara gelap di pelabuhan udara sangat bervariasi, bahkan 

diantaranya dapat melibatkan beberapa orang pelaku secara 

bersamaan melalui satu pintu atau berbagai pintu masuk. 

Jumlah jaringan sindikat peredaran gelap narkoba di 

Indonesia yang berhasil diungkap BNN mencapai 81 jaringan, 

nasional maupun intemasional . Termasuk di dalamnya jaringan 

West Africa, Cina, Iran, Malaysia, dan India. Daya tarik finansial 

dari bisnis peredaran gelap narkoba mengakibatkan banyak warga 
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masyarakat yang teijerumus sebagai kurir jaringan sindikat 

peredaran ge1ap narkoba. Terhitung da1am kurun waktu antara 

tahun 2010 s.d. 2014 sebanyak 689 tersangka. 

Banyaknya masyarakat yang te1ah terlibat penya1ahgunaan 

narkoba ± 4 juta orang per tahun dan disitanya barang bukti 

narkotika da1am jurnlah besar, maka Presiden Rl menetapkan 

Indonesia da1am kondisi "darurat narkoba". 

Capaian Program P4GN dan Aspirasi Masyarakat 

Terhadap kondisi perkembangan penya1ahgunaan dan 

peredaran ge1ap Narkoba di Indonesia, Badan Narkotika Nasiona1 

terns meningkatkan upaya penye1amatan bangsa dari ancaman 

penya1ahgunaan dan peredaran ge1ap narkoba me1a1ui 

pe1aksanaan Program Pencegahan dan Pemberantasan 

Penya1ahgunaan dan Peredaran Ge1ap Narkoba (P4GN) secara 

intensif dan ekstensif dengan melibatkan se1uruh komponen 

masyarakat, bangsa, dan negara. Upaya tersebut di1akukan dengan 

mengedepankan prinsip keseimbangan antara demand reduction 

dan supply reduction berdasarkan prinsip "common and share 

responsibility". 

Keberhasi1an pe1aksanaan program P4GN diindikasikan dari 

tertahannya 1aju peningkatan preva1ensi penya1ahgunaan narkoba 

dari 0,08% per tahun (periode 2008-2011) menjadi -0,02% per 

tahun (periode 2011-2014). Adapun beberapa capaian Program 

P4GN tersebut ada1ah sebagai berikut: 

(I) Demand Reduction 

Da1am upaya meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan 

kesadaran masyarakat di ka1angan pe1ajar/mahasiswa, 
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pekelja, keluarga, dan masyarakat rentan/ resiko tinggi 

terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap 

narkoba, telah dilakukan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi 

(KIE) P4GN secara masif melalui penggunaan media cetak, 

media elektronik, media online, kesenian tradisional, dan 

tatap muka, serta media luar ruang dengan menitik-beratkan 

pada kerawanan penyalahgunaan narkoba di kalangan pekelja 

dan pelajar/mahasiswa. Selain itu, telah dibentuk tidak 

kurang dari 300.000 kader anti narkoba dan 6.928 Instansi 

tingkat pusat dan daerah telah diberikan advokasi dalam 

rangka pelaksanaan P4GN, dengan hasil 810 lebih lembaga 

telah menintegrasikan kebijakan P4GN Bidang Pencegahan 

Telah dilakukan pemberdayaan masyarakat di lebih dari 

13.000 lingkungan pendidikan, lingkungan kelja, dan 

lingkungan masyarakat di seluruh Indonesia dalam program 

menciptakan lingkungan bebas narkoba. Pemberdayaan 

masyarakat tersebut dimaksudkan untuk membangun 

kesadaran, kepedulian, dan kemandirian masyarakat dalam 

menjaga diri, keluarga, dan lingkungannya dari bahaya 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. 

Sebagai implementasi prinsip common and share 

responsibility dalam penanganan permasalahan narkoba di 

Indonesia, pada tanggal 27 Juni 2011 presiden mengeluarkan 

Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan 

Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan 

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap 

Narkoba Tahun 2011-2015 sebagai perekat para stake holder 

untuk bersama menangani permasalahan narkoba. Menindak-
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lanjuti lnpres tersebut, Kementerian Dalam Negeri 

mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

(Permendagri) No. 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi 

Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dengan 

menginsttuksikan kepada gubernur, bupati, dan walikota · di 

seluruh Indonesia agar memfasilitasi pelaksanaan Program 

P4GN di wilayahnya masing-masing, di antaranya melalui 

penerbitan kebijakan strategis serta pelaksaanan upaya-upaya 

konkret penanganan permasalahan narkoba. Sampai dengan 

pertengahan Tahun 2014, telah terdata 23 kementerian, 26 

lembaga, 26 pemerintah provinsi, 42 pemerintah kabupaten, 

dan 27 pemerintah kota, serta 160 instansi swasta/kelompok 

masyarakat/tokoh masyakarat/LSM yang berperan serta aktif 

dalam Bidang P4GN. 

Sampai akhir tahun 2014 pula, terhitung sejumlah 389 

masyarakat pedesaan yang telah beralih profesi menjadi petani 

tanaman alternatif seperti nilam, jabon, cabe, jagung, dan kopi 

dll. Sedangkan untuk masyarakat perkotaan di Kampung 

Pennata (Ambon) sampai dengan tahun 2014 yang telah 

beralih usaha dengan menjahit, salon, scurity catering dan 

lain-lain sejumlah 93 orang, Kampung Bonang sejumlah 94 

orang, Kampung Bali sejumlah 104 orang, Kampung 

peninggaran Bendi sejumlah 12 orang, dan Kebon Singkong 

sejumlah II orang. 

Sementara dalam upaya pemulihan penyalah guna dan 

pecandu narkoba, selama kurun waktu 2010-2014, telah 

direhabilitasi sebanyak 34.467 residen, baik melalui layanan 

rehabilitasi medis maupun sosial. Selain itu telah dilakukan 
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pula upaya pengembangan kapasitas (capacity buildin!f! 

terhadap Iebih dari I.I 00 lembaga rehabilitasi milik 

pemerintah dan masyarakat. BNN juga melakukan terobosan 

baru dalam penanganan penyalahgunaan narkoba melalui 

program rehabilitasi dengan pendekatan konservasi alam 

sebagai upaya pemulihan dan resosialisasi. 

Pada awal Tahun 2014 BNN melakukan pencanangan 

"Tahun 2014 Sebagai Tahun Penyelamatan Pengguna 

Narkoba" sebagai momentum perubahan cara pandang 

masyarakat dan aparat penegak hukum dalam penanganan 

penyalah guna dan pecandu narkoba. Dalam rangka 

menyukseskan program tersebut, dilakukan upaya sinergi 

program dengan kementerian/Iembaga lain, pemerintah 

daerah, dan seluruh instansi vertikal BNN, diantaranya 

melalui penambahan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) 

yang memberikan kemudahan bagi penyalah guna dan 

pecandu narkoba mengakses layanan rehabilitasi. Hal tersebut 

sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 

201 I tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika. 

Upaya tersebut juga didukung dengan dikeluarkannya 

peraturan bersama antara Ketua Mahkamah Agung, Menteri 

Hukum dan Hak Azasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri 

Sosial, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BNN tentang 

Penanganan Pecandu Narkotika dan Karban Penyalahgunaan 

Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi di bulan Maret 

2014. Implementasi dari peraturan bersama tersebut 

diantaranya dengan membentuk Tim Asesmen Terpadu 

(TAT) untuk melakukan upaya penanganan rehabilitasi bagi 
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penyalah guna dan pecandu yang sedang dalam proses 

hukum. Pada tahun 2014 dibentuk 16 pilot project dengan 

target TAT 300 orang dan layanan rehabilitasi 120 orang. 

Pada bulan Oktober 2014 telah melaksanakan asesmen (TAT) 

terhadap 94 orang dan memberikan layanan rehabilitasi 

kepada 62 orang. 

(2} Supply Reduction 

Pemberantasan peredaran gelap narkoba bertujuan memutus 

rantai ketersediaan narkoba gelap dalam rangka menekan laju 

pertumbuhan angka prevalensi. Ekspektasi masyarakat 

terhadap kinerja BNN dalam aspek pemberantasan ini 

sangatlah besar. Hal tersebut tampak pada tingginya animo 

masyarakat dalam liputan pemberitaan media massa nasional 

setiap kali terjadi pengungkapan kasus narkoba. 

Selama kurun waktu empat tahun terakhir telah terjadi 

peningkatan hasil pengungkapan kasus dan tersangka 

kejahatan peredaran gelap narkoba serta pengungkapan 

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang berasal dari 

tindak pidana narkoba. Hal tersebut ditunjukkan dengan 

terungkapnya 108.701 kasus tindak pidana narkoba dengan 

jumlah tersangka sebanyak 134.117 orang. 

Kasus besar yang pemah diungkap oleh BNN pada tahun 

2012 adalah penyelundupan satu kontainer berisi Narkotika 

Sintetis Golongan I berjenis ekstasi sebanyak 1.412.476 butir 

serta terungkapnya jaringan peredaran gelap ganja pada tahun 

2014 sebesar 8,527 ton melalui penggunaan Informasi 

Teknologi (IT) Intelijen. 
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Adapun jaringan tindak pidana narkoba yang berhasil 

diungkap sebanyak 54 jaringan nasional dan 27 jaringan 

intemasional. Sementara basil pengungkapan TPPU sebanyak 

40 kasus dengan total nilai aset yang disita sebesar Rp 163,1 

milyar. 

1.2. Potensi dan Permasalahan 

Penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba 

terfokus pada 4 ( empat) hal sebagai berikut : 

Masyarakat Tidak Menyalahgunakan Narkoba 

Coba pakai masih mengalami kenaikan, sedangkan teratur pakai, 

pecandu suntik dan non suntik mengalami penurunan. 

Orang menggunakan narkoba berdasarkan basil survey disebabkan 

oleh 

I. Rasa ingin Tabu 

2. Pengaruh dari ternan 

3. Gaya hidup 

4. Tidak tahan dengan tekanan pekeJjaan 

Masyarakat t1dak terhbat Peredaran gelap narkoba 

Jumlah pengungkapan kasus tindak pidana narkotika dan 

tersangka tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh BNN pada 

Tahun 2010-2014 sebanyak 689 kasus dengan jumlah tersangka 

l.l 08 orang. Dari 689 kasus terdapat sebanyak 40 kasus TPPU 

dengan nilai uang sitaan sebesar Rp163.100.786.297,-. Adapun 

jumlah pengungkapan jaringan sindikat narkotika dan prekursor 

narkotika dalam negeri sejumlah 54 jaringan, sedangkan jaringan 

sindikat narkotika dan prekursor narkotika intemasional sebanyak 

27 jaringan. 
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Jumlah kasus narkotika dan prekursor narkotika berdasarkan jenis 

kasus : Kultivasi sejumlah 13 kasus, produksi 1 36 kasus, distribusi 

472 kasus, dan konsumsi 68 kasus. Sedangkan Jumlah kasus 

narkotika dan prekursor narkotika berdasarkan peran : Kultivasi 

sejumlah 1 8  kasus, produksi 225 kasus, distribusi 770 kasus, dan 

konsumsi 1 1 5 kasus. 

Penyalahguna, Pecandu Dan Karban Penyalahgunaan Narkoba 

Pulih Dan Tidak Kambuh Kembafi 

Potensi mantan pecandu narkoba yang hanya mengikuti 

rehabilitasi medis 90% kambuh kembali, sedangkan apabila 

sampai selesai program rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial 

berpotensi 60-70 % kambuh kembali dan yang sampai selesai 

mengikuti program pasca rehabilitasi berpotensi 40% kambuh 

kembali. 

Pelayanan pecandu narkotika belum berjalan maksimal 

disebabkan : 

I. Pecandu narkoba dan keluarganya belum mau memanfaatkan 

IPWL 

2. Penegak hukum lebih mengutamakan pendekatan penjara 

daripada rehabilitasi terhadap pecandu narkoba. 

3. Penempatan pecandu narkoba dipenjara masih disatukan 

dengan pengedar narkoba 

4. Terbatasnya fasilitas dan kapasitas lembaga rehabilitasi 

Pecandu tidak mau berhenti menggunakan narkotika pacta 

umumnya disebabkan oleh : 

I. Belum berfikir berhenti 

2. Masih ragu 

3. Tidak ada niat berhenti 
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4. Tidak punya biaya untuk rehabilitasi 

5. Masih dlam kondisi bekerja sehingga tidak ada waktu 

6. Belum diketahui oleh orang tua 

7. Belum tahu cara untuk rehabilitasi. 

8. Masih takut terhadap ancaman dari kelompok pengedar. 

Jaringan Peredaran Gelap Narkoba Yang D1lumpuhkan 

Jumlah jaringan peredaran gelap yang telah diungkap sejumlah 54 

jaringan dan TPPU 40 kasus dari jumlah kasus tindak pidana 

narkotika sebanyak 689 kasus . 

Jumlah pengungkapan kasus tindak pidana narkotika dan 

tersangka tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh BNN pacta 

Tahun 20 1 0-201 4  sebanyak 689 kasus dengan jumlah tersangka 

1 . 1 08 orang. Dari 689 kasus terdapat sebanyak 40 kasus TPPU 

dengan nilai uang sitaan sebesar Rp1 63 . 1 00. 786.297,- .  Adapun 

jumlah pengungkapan jaringan sindikat narkotika dan prekursor 

narkotika dalam negeri sejumlah 54 jaringan, sedangkan jaringan 

sindikat narkotika dan prekursor narkotika intemasional sebanyak 

27 jaringan. 

Peredaran gelap di Indonesia disebabkan mudahnya penyelundupan 

narkotika di indonesia : 

I. Geografis indonesia yang memiliki banyak pintu-pintu masuk 

2. Perala tan untuk monitor penyelundupan sangat terbatas. 

3. Terbatasnya pos-pos pemantauan terutama tempat-tempat 

rawan. 

4. Kuantitas dan kualitas SDM yang terbatas. 

5. Belum adanya sistem dan metode yang terintegrasi antar aparat 

pemerintah yang beranggung jawab untuk mengawasi pintu

pintu masuk. 
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Jurnlah pengungkapan TPPU masih kecil bila dibandingkan 

tindak pi dana narkotika, hal ini disebabkan : 

I. Jurnlah kuantitas dan kualitas penyidik yang menangani 

TPPU masih sangat terbatas 

2. Anggaran penyidikan TPPU belum memadai, padahal 

anggaran yang terbatas dapat diatasi dengan memanfaatkan 

hasil sitaan aset yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. 

3. Aset-aset yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika di 

luar negeri belum tersentuh. 

4. Belum adanya pedoman teknis pemanfaatan hasil sitaan aset 

yang telah memiliki kekuatan hukum tetap . 
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BABII 
VISI, MISI, TUJUAN, DAN 

SASARAN STRATEGIS 

Dalam rangka menentukan arah bagi pelaksanaan P4GN, BNN 

merumuskan Rencana Strategi periode 20 1 5-20 1 9  yang mengacu pada 

visi dan misi pembangunan nasiona1: "terwujudnya Indonesia yang 

berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong" , 

serta nawacita presiden yaitu perwujudan sistem penegakan hukum 

yang berkeadilan melalui penekanan antara lain: a) mendorong BNN 

untuk memfokuskan operasi pemberantasan narkoba dan psikotropika 

terutama sumber-sumber pada produsen dan transaksi bahan baku 

narkoba dan psikotropika nasional maupun transnasional ; b) 

mendukung upaya program percepatan Indonesia bebas narkoba 
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melalui sosialisasi bahaya narkoba kepada masyarakat umum yang 

dilakukan secara terus menerus, dan memberikan pengetahuan 

mengenai bahaya narkoba kepada siswa sejak sekolah dasar sampai 

dengan mahasiswa; dan c) menyiapkan sarana dan anggaran yang 

memadai bagi rehabilitasi pengguna Narkoba dan Psikotropika. 

Adapun visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang menjadi acuan 

dalam pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unit ketja BNN adalah 

sebagai berikut: 

2.1. v j s j 
"Mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat, bebas dari 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba" 

2.2. M i s i  

"Menyatukan dan menggerakan segenap potensi masyarakat 

dalam upaya pencegahan, rehabilitasi, dan pemberantasan 

penyalahgunaan narkoba" 

2.3. Tujuan 

Sebagai penjabaran visi dan misi tersebut di atas, Badan Narkotika 

Nasional menetapkan tujuan: 

"Peningkatan penanganan pencegahan dan pemberantasan 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba" 

2.4. Sasaran Strategis 

Sasaran strategis BNN dalam rangka mencapai tujuan di atas 

adalah : 

"Terkendalinya angka prevalensi penyalahgunaan narkoba" 

dengan indikator kinetja utama (IKU) yaitu "Laju peningkatan 

prevalensi penyalahgunaan narkoba sebesar 0,05% per tahun" . 

IKU Laju peningkatan prevalensi penyalahgunaan narkoba 
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merupakan indikator komposit yang dipengaruhi secara dominan 

oleh IKU lainnya yaitu: laju angka penyalah guna coba pakai, 

indeks kemandirian partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan 

P4GN, jumlah mantan penyalah guna dan pecandu narkoba yang 

tidak kambuh kembali, serta jumlah jaringan sindikat tindak 

pidana narkotika yang terungkap. 
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BABill 
ARAH KEBUAKAN, STRATEGI, 

KERANGKA REGULASI, DAN 
KERANGKA KELEMBAGAAN 

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional 

Sasaran pembangunan nasional penanganan permasalahan 

narkoba difokuskan pada upaya penguatan pencegahan dan 

penanggulangan penyalahgunaan narkoba dengan indikator 

keberhasilan terkendalinya angka prevalensi penyalahgunaan 

narkoba. Adapun arah kebijakan pembangunan nasional yang 

ditetapkan untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut adalah 

dengan mengintensifkan upaya sosialisasi bahaya penyelahgunaan 

narkoba (demand side); meningkatkan upaya terapi dan 

rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba 

(demand side); dan meningkatkan efektifitas pemberantasan 
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penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (supply side). 

Strategi pembangunan untuk melaksanakan arah kebijakan 

tersebut adalah melalui pelaksanaan P4GN di daerah; diseminasi 

informasi tentang bahaya narkoba melalui berbagai media; 

penguatan lembaga terapi dan rehabilitasi; rehabilitasi pada 

korban penyalahguna dan/atau pecandu narkoba; dan 

pelaksanaan kegiatan intelijen narkoba. 

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi BNN 

Arah Kebijakan 

Dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional 

penanganan permasalahan Narkoba 20 1 5-201 9  dan dalam rangka 

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis kelembagaan, 

maka ditetapkan arah kebijakan BNN periode 20 1 5-20 1 9  sebagai 

berikut : 

a. Penanganan permasalahan Narkoba secara seimbang antara 

demand reduction dan supply reduction. 

b. Mengembangkan pengaturan upaya rehabilitasi medis dan 

rehabilitasi sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkoba 

secara holistik, integral , dan berkelanjutan. 

c. Penanganan jaringan sindikat narkoba dilakukan hingga tindak 

pidana pencucian uang. 

d. Mengedepankan profesionalisme, dedikasi, dan tanggung jawab 

dalam penanganan permasalahan Narkoba. 

Strategi 

Strategi yang dirumuskan untuk melaksanakan kebijakan tersebut 

adalah dengan: 
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a. Melakukan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi informasi 

pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba 

kepada seluruh lapisan masyarat dengan mengintegrasikan 

program pencegahan penyalahgunaan narkoba ke dalam 

seluruh isu dan sektor pembangunan melalui konsep 

penganggaran berwawasan anti narkoba, kebijakan berbasis anti 

narkoba, serta mendorong pembangunan karakter manusia 

dengan memasukkan nilai-nilai hidup sehat tanpa narkoba ke 

dalam kurikulum pendidikan dasar sampai lanjutan atas. 

b .  Menumbuh-kembangkan kepedulian dan kemandirian 

masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba 

dari tingkat desa/kelurahan dengan mendorong relawan

relawan menjadi pelaku P4GN secara mandiri. 

c. Mengembangkan akses layanan rehabilitasi penyalah guna, 

korban penyalah guna, dan pecandu narkoba yang terintegrasi 

dan berkelanjutan, serta mengoptimalkan peran K/L dalam 

pemanfaatan infrastruktur dan sumber daya K/L. 

d. Mengungkap jaringan sindikat peredaran gelap narkotika dan 

menyita seluruh aset terkait kejahatan narkotika dengan 

menjalin kerjasama dan kemitraan yang harmonis dengan 

penegak hukum baik dalam maupun luar negeri khususnya 

dalam mengungkap jaringan peredaran gelap narkoba. 

e. Melaksanakan tata kelola pemerintahan dengan membangun 

budaya organisasi yang menjunjung tinggi good governance 

dan clean govemmentdi lingkungan BNN. 

3.3. Kerangka Regulasi 

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan 

serta pencapaian sasaran strategis BNN, dirumuskan regulasi yang 
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memadai sesuai tantangan global, regional , dan nasional . 

Kerangka regulasi diarahkan untuk: I) penyediaan regulasi dari 

turunan undang-undang yang terkait dengan penanganan 

permasalahan narkoba; 2) penguatan kebijakan anti narkoba; 3) 

pelaksanaan integrasi program pencegahan penyalahgunaan 

narkoba; 4) peningkatan keberdayaan masyarakat bidang P4GN; 

5) penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba; 6) 

peningkatan kerjasama penegakan hukum tindak pidana narkotika 

dan tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika 

serta pengelolaan aset hasil sitaan tindak pidana narkotika. 

Kerangka regulasi yang akan disusun antara lain adalah 

perumusan peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan 

peraturan kepala, termasuk dalam rangka sinkronisasi dan 

integrasi penyelenggaraan pembangunan berwawasan anti 

narkoba. 

3.4. Kerangka Kelembagaan 

Desain organisasi yang dibentuk memperhatikan berbagai 

peraturan perundang-undangan, perkembangan dan tantangan 

lingkungan strategis di bidang P4GN, pergeseran dalam wacana 

pengelolaan kepemerintahan (governance issues), serta prinsip 

reformasi birokrasi (penataan kelembagaan yang efektif dan 

efisien). 

Fungsi pemerintahan yang paling mendasar adalah pemenuhan 

hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat. Dalam rangka 

pelaksanaan fungsi tersebut, BNN akan membentuk pemerintahan 

yang efektif melalui desain organisasi yang tepat fungsi dan tepat 

ukuran (n'ght sizing), menghilangkan tumpang tindih tugas dan 

fungsi dengan adanya kejelasan peran, tanggung jawab dan 
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mekanisme koordinasi (secara horisontal dan vertikal) dalam 

menjalankan program Renstra BNN 2015-2019. 

Kerangka kelembagaan terdiri dari: I) sinkronisasi nomenklatur 

kelembagaan dengan program P4GN; 2) penguatan kebijakan anti 

narkoba; 3) penguatan pemantauan, pengendalian, pengawasan, 

dan evaluasi pelaksanaan P4GN; 4) penguatan business process 

BNN yang meliputi pembenahan SDM, pembenahan manajemen, 

regulasi, dan informasi P4GN; 5) penguatan peningkatan akses 

dan layanan rehabilitasi penyalah guna dan pecandu narkoba; 6) 

penguatan sinergitas pembangunan berwawasan anti narkoba, 

termasuk Penguatan Panti Terapi dan Rehabilitasi Pemerintah dan 

Komponen Masyarakat; dan 7) penguatan program-program 

prioritas P4GN. 

Pernbentu.k:an lnstansi Vertikal BNN 

KERANGKA TAHUN 

No. 
KELEMBAGAAN 2015 2016 2017 2018 2019 

I 2 3 4 5 6 7 

I. BNNP I 

2. BNNK/Kota 29 29 29 29 29 

Unit Pelaksana Teknis BNN 

KERANGKA TAHUN 

No. 
KELEMBAGAAN 2015 2016 2017 2018 2019 

I 2 3''\"� F.-f- .: 
5 6 7 

··, ..... 
I. Balai Rehabilitasi BNN 2 I I I 

2. Balai Laboratorium I I I I 

NarkobaBNN 
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Penambahan Tugas dan Fungsi Rehabilitasi di BNNP dan 

BNNK/Kota 

KERANGKA TAHUN 
No. 

KELEMBAGAAN 2015 2016 2017 2018 2019 

I 2 3 4 5 6 7 

I. Bidang Rehabilitasi di 
33 I 

BNNP 

2. Seksi Rehabilitasi di 
129 29 29 29 29 

BNNK/Kota 

Jumlah Pegawai BNN 

KERANGKA TAHUN 
No. 

KELEMBAGAAN 2015 2016 2017 2018 2019 

I 2 3 4 5 6 7 

I. PegawaiBNN 6.672 9.625 12.578 15.531 18.484 

Pengembangan Pegawai 

KERANGKA TAHUN 
No. 

KELEMBAGAAN 2015 2016 2017 2018 2019 

I 2 3 4 5 6 7 

I. Diklat Pim 5 15 20 25 30 

2. Diklat Teknis 95 332 444 684 854 

3. Diklat Fungsional 80 240 500 720 960 

4. Diklat Bang Polri 12 22 27 30 44 
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BABIV 
TARGET KINERJA DAN 

PENDANAAN 

Dengan memperhatikan RPJMN 20 1 5-20 1 9, visi dan misi, tujuan, 

sasaran strategis, arah kebijakan, serta strategi sebagaimana diuraikan 

pada bab-bab sebe1umnya, maka disusunlah sasaran kinerja beserta 

indikator dan targetnya berikut kerangka pendanaan program/kegiatan 

201 5-20 19 .  BNN memiliki 2 (dua) buah program, yaitu Dukungan 

Manajemen dan Pe1aksanaan Teknis Lainnya BNN (program generik) 

dan Pencegahan dan Pemberantasan Penya1ahgunaan dan Peredaran 

Gelap Narkoba (program teknis). 

4.1. Target Kinerja 

Target kinerja sasaran program dan kegiatan akan diukur secara 

berka1a dan dieva1uasi pada akhir tahun 2019.  Target kinerja 

menggambarkan pencapaian kinerja se1ama tahun 201 5-20 19 .  
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Program Dulrungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis 

Lainnya BNN 

Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis 

Lainnya BNN adalah: 

a. Meningkatnya tata kelola organisasi yang profesional dengan 

indikator pencapaian sasaran: 

- Nilai Indeks Reformasi Birokrasi: "70" 

- Nilai Akuntabilitas Kineija: "B" 

- Nilai Kineija Anggaran: "88" 

- Opini Laporan Keuangan BNN : WTP 

Untuk mewujudkan kondisi tersebut, maka kineija kegiatan 

yang ditargetkan sebagai keluaran adalah sebagai berikut: 

I) Layanan perencanaan program dan kegiatan dengan 

indikator pencapaian sasaran: Persentase unit keija yang 

memperoleh nilai kineija anggaran kategori "baik" sebesar 

90%. 

Kineija tersebut menjadi target dari Kegiatan Penyusunan 

dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN . 

2) Layanan pengembangan organisasi, tata laksana dan urusan 

kepegawaian dengan indikator pencapaian sasaran: 

a) Persentase ketepatan waktu (sesuai dengan penetapan 

kineija yang telah disahkan) penerbitan dokumen 

pengembangan organisasi dan tata laksana (Perka dan 

SOP) sebesar 90%. 

b) Indeks kepuasan layanan kepegawaian sebesar 70%. 

Kineija tersebut menjadi target dari Kegiatan Pengembangan 

Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia. 
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3) Layanan administrasi keuangan dengan indikator 

pencapaian sasaran: 

a) Persentase satuan kelja yg tepat waktu menyelesaikan 

laporan keuangan sesuai prosedur pembukuan & SAP 

sebesar I 00%. 

b) Indeks kepuasan layanan penggajian sebesar 5 (Skala 5). 

Kinelja tersebut menjadi target dari Kegiatan Pembinaan 

Administrasi dan Pengelolaan Keuangan. 

4) Layanan urusan umum dengan indikator pencapaian 

sasaran: Indeks kepuasan layanan umum sebesar 80 (skala 

1 00). 

Kinelja tersebut menjadi target dari Kegiatan Pembinaan dan 

Pelaksanaan Kehumasan, Tata Usaha. Rumah Tangga, dan 

Pengelolaan Sarana Prasarana. 

5) Layanan penyediaan data dan informasi dengan indikator 

pencapaian sasaran: Indeks layanan penyediaan data dan 

informasi sebesar 9 .  

Kinelja tersebut menjadi target dari Kegiatan 

Penyelenggaraan Penelitian, Data, dan Informasi P4GN . 

6) Layanan pengujian narkoba dengan indikator pencapaian 

sasaran: Indeks kepuasan pelanggan terhadap pelayanan 

laboratorium pengujian narkoba BNN sebesar 88,0. 

Kinelja tersebut menjadi target dari Kegiatan Pembinaan dan 

Pelayanan Laboratorium Uji Narkoba. 

7) Layanan pendidikan dan pelatihan aparatur dengan 

indikator pencapaian sasaran: 

26. Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2015-2019 



a) Indeks kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan 

pegawai di Balai Pendidikan dan Pelatihan BNN sebesar 

5 .  

b )  Persentase Pegawai B NN  yang Lulus Pendidikan dan 

Latihan sebesar 90%. 

Kinetja tersebut menjadi target dari Kegiatan Pembinaan dan 

Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan. 

b. Meningkatnya tata kelola kinetja dan keuangan organisasi yang 

ekonomis, efisien, dan efektif dengan indikator pencapaian 

sasaran: Persentase satuan ketja yang pengelolaan kinetja dan 

keuangannya akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan): 1 00% 

Untuk mewujudkan kondisi tersebut, maka kinetja kegiatan 

yang ditargetkan sebagai keluaran adalah sebagai berikut: 

I) Layanan konsultasi tata kelola kinetja dan keuangan dengan 

indikator pencapaian sasaran: 

a) Persentase satuan ketja di wilayah I yang pengelolaan 

kinetja dan keuangannya akuntabel ( dapat 

dipertanggungjawabkan), sebesar 1 00%. 

b) Persentase satuan ketja di wilayah II yang pengelolaan 

kinetja dan keuangannya keuangannya akuntabel ( dapat 

dipertanggungjawabkan), sebesar 1 00%. 

c) Persentase satuan ketja di wilayah III yang pengelolaan 

kinetja dan keuangannya keuangannya akuntabel (dapat 

dipertanggungjawabkan), sebesar I 00%. 

Kinetja tersebut menjadi target dari Kegiatan Pengawasan 

dan Pengembangan Akuntabilitas Kinetja. 
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2) Layanan penegakan disiplin dan kode etik pegawai dengan 

indikator pencapaian sasaran: 

a) Persentase aparatur negara di wilayah I yang mematuhi 

peraturan disiplin dan kode etik sebesar !00%. 

b) Persentase aparatur negara di wilayah II yang mematuhi 

peraturan disiplin dan kode etik sebesar 1 00%. 

c) Persentase aparatur negara di wilayah III yang mematuhi 

peraturan disiplin dan kode etik sebesar !00%. 

Kineija tersebut menjadi target dari Kegiatan Pengawasan 

dan Pengembangan Akuntabilitas Kineija. 

Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan 

Peredaran Gelap Narkoba 

Sasaran Program Pencegahan dan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) adalah: 

a. Meningkatnya daya tangkal masyarakat terhadap bahaya 

penyalahgunaan narkoba dengan indikator pencapaian sasaran: 

Laju angka penyalah guna narkoba narkoba coba pakai sebesar 

9, 75%. 

Untuk mewujudkan kondisi tersebut, maka kineija kegiatan 

yang ditargetkan sebagai keluaran adalah sebagai berikut: 

l) Informasi P4GN kepada keluarga, pelajar/mahasiswa, 

pekeija, dan kelompok masyarakat dengan indikator 

pencapaian sasaran: Tingkat efektivitas informasi P4GN 

yang disampaikan sebesar 75%. 

Kineija tersebut menjadi target dari Kegiatan 

Penyelenggaraan Diseminasi Informasi P4GN. 
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2) Advokasi Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba kepada 

institusi pemerintah, institusi swasta, institusi pendidikan, 

dan kelompok masyarakat dengan indikator pencapaian 

sasaran: 

a) Jumlah institusi pemerintah dan swasta yang 

mengimplementasikan Pembangunan Berwawasan Anti 

Narkoba sebesar sebanyak 240 institusi. 

b) Jumlah kelompok masyarakat dan institusi pendidikan 

yang mengimplementasikan Pembangunan Berwawasan 

Anti Narkoba sebesar sebanyak 555. 

K.ineija tersebut menjadi target dari Kegiatan 

Penyelenggaraan Advokasi. 

b. Terwujudnya kemandirian masyarakat dan stakeholder 

berpartisipasi dalam pelaksanaan P4GN dengan indikator 

pencapaian sasaran: 

- Indeks kemandirian partisipasi masyarakat dalam 

pelaksanaan P4GN sebesar 30. 

- Indeks kemandirian partisipasi stakeholder dalam 

pelaksanaan P4GN sebesar 30. 

Untuk mewujudkan kondisi tersebut, maka kineija kegiatan 

yang ditargetkan sebagai keluaran adalah sebagai berikut: 

I) Program pemberdayaan penggiat anti narkoba di instansi 

pemerintah dengan indikator pencapaian sasaran: Jumlah 

instansi pemerintah yang menyelenggarakan program 

pemberdayaan anti narkoba sebanyak 344 instansi. 

Kineija tersebut menjadi target dari Kegiatan Pemberdayaan 

Peran Serta Masyarakat. 
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2) Program pemberdayaan penggiat anti narkoba di kalangan 

dunia usaha/ swasta dengan indikator pencapaian sasaran: 

Jumlah institusi dunia usaha/swasta yang menyelenggarakan 

program pemberdayaan anti narkoba sebanyak 344 institusi. 

Kinelja tersebut menjadi target dari Kegiatan Pemberdayaan 

Peran Serta Masyarakat. 

3) Program pemberdayaan penggiat anti narkoba di lingkungan 

masyarakat dengan indikator pencapaian sasaran: Jumlah 

desa I kelurahan yang menyelenggarakan program 

pemberdayaan anti narkoba sebanyak 208 desa/kelurahan. 

4) Program pemberdayaan penggiat anti narkoba di lingkungan 

pendidikan dengan indikator pencapaian sasaran: Jumlah 

lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program 

pemberdayaan anti narkoba sebanyak 138  lembaga. 

5) Program pemberdayaan anti narkoba di kawasan atau 

wilayah rawan dengan indikator pencapaian sasaran: 

a) Jumlah mantan petani/penanam ganja yang beralih 

profesi ke legal produktif sebanyak 720 orang. 

b) Jumlah mantan pengedar/penjual ganja yang beralih 

profesi sebanyak 301 orang. 

Kinelja tersebut menjadi target dari Kegiatan Pemberdayaan 

Peran serta Masyarakat dan Kegiatan Penyelenggaraan 

Pemberdayaan Alternatif. 

c. Meningkatnya mantan penyalah guna dan pecandu narkoba 

yang tidak kambuh kembali dengan indikator pencapaian 

sasaran: Jumlah mantan penyalah guna dan pecandu narkoba 

yang tidak kambuh kembali setelah menjalani rehabilitasi 

dan/atau pasca rehabilitasi sebanyak 76.000 orang. 
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Untuk mewujudkan kondisi tersebut, maka kineija kegiatan 

yang ditargetkan sebagai keluaran adalah sebagai berikut: 

1) Lembaga rehabilitasi narkoba medis dan sosial milik instansi 

pemerintah yang memperoleh peningkatan kemampuan 

dengan indikator pencapaian sasaran: Jumlah lembaga 

rehabilitasi narkoba medis dan sosial milik instansi 

pemerintah yang menghasilkan mantan penyalah guna dan 

pecandu narkoba tidak kambuh kembali sebanyak 746 

lembaga. 

2) Penyalah guna, pecandu, dan/ korban penyalah guna yang 

memperoleh layanan rehabilitasi rawat jalan dengan 

indikator pencapaian sasaran: Jumlah penyalah guna, 

pecandu, dan/ korban penyalah guna yang memperoleh 

layanan rehabilitasi rawat jalan sebanyak 2 1 .200 orang. 

K.ineija tersebut menjadi target dari Kegiatan Penguatan 

Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah. 

3) Lembaga rehabilitasi narkoba medis dan sosial milik 

komponen masyarakat yang memperoleh peningkatan 

kemampuan dengan indikator pencapaian sasaran: Jumlah 

lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial 

milik komponen masyarakat yang menghasilkan mantan 

pecandu, penyalah guna, dan korban penyalahgunaan 

narkoba tidak kambuh kembali sebanyak 444 lembaga. 

K.ineija tersebut menjadi target dari Kegiatan Penguatan 

Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat. 

4) Lembaga rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan 

narkoba milik instansi pemerintah dan komponen 

masyarakat yang memperoleh penguatan dengan indikator 
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pencapaian: Persentase lembaga rehabilitasi pecandu dan 

korban penyalahgunaan narkoba milik instansi pemerintah 

dan komponen masyarakat yang menyelenggarakan program 

pascarehabilitasi sebesar 30%. 

5) Mantan penyalah guna, korban penyalah guna, dan pecandu 

narkotika yang mengikuti layanan pasca rehabilitasi dengan 

indikator pencapaian: Jurnlah mantan penyalah guna, 

korban penyalah guna, dan pecandu narkotika yang 

mengikuti layanan pasca rehabilitasi sebanyak 73.3 1 3  orang. 

Kine!ja terse but menjadi target dari Kegiatan 

Pascarehabilitasi Pecandu dan/ a tau Penyalah Guna 

Narkoba. 

6) Layanan rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan 

narkoba milik BNN dengan indikator pencapaian: lndeks 

kepuasan layanan rehabilitasi di balai rehabilitasi milik BNN 

sebesar 2, 3 .  

7) Karban penyalahgunaan dan pecandu narkoba yang 

mendapat pelayanan terapi dan rehabilitasi medis dan sosial 

di balai rehabilitasi BNN dengan indikator pencapaian: 

Jurnlah korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba yang 

mendapat pelayanan terapi dan rehabilitasi medis dan sosial 

di Baiai Besar Rehabilitasi BNN, Balai Rehabilitasi Badan 

Narkotika Nasional Tanah Merah, dan Balai Rehabilitasi 

Badan Narkotika Nasional Baddoka sebanyak 5 .000 orang. 

Kine!ja tersebut menjadi target dari Kegiatan Pelaksanaan 

Rehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba. 

d. Melemahnya aktivitas jaringan sindikat peredaran gelap 

narkotika dengan indikator pencapaian sasaran: 
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- Jumlah jaringan sindikat tindak pidana narkotika yang 

terungkap sebanyak 122 jaringan. 

- Persentase penyelesaian penyidikan asset (TPPU) tersangka 

tindak pidana narkotika hasil tindak pidana narkotika 

sebesar I 00%. 

Untuk mewujudkan kondisi tersebut, maka kineija kegiatan 

yang ditargetkan sebagai keluaran adalah sebagai berikut: 

I) Informasi jaringan sindikat tindak pi dana narkotika dengan 

indikator pencapaian sasaran: Jumlah informasi jaringan 

sindikat tindak pidana narkotika sebanyak 287 informasi 

jaringan. 

Kineija tersebut menjadi target dari Kegiatan Pelaksanaan 

Intelijen Berbasis Teknologi. 

2) Kasus tindak pidana narkotika yang terungkap dan 

terselesaikan dengan indikator pencapaian sasaran: 

a) Jumlah kasus tindak pidana narkotika yang terungkap 

sebanyak 5 .264 kasus. 

b) Jumlah kasus tindak pidana narkotika yang P-2 1 sebanyak 

I. 772 berkas perkara. 

3) Lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang 

dimusnahkan dengan indikator pencapaian sasaran: Jumlah 

titik tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang 

dimusnahkan sebanyak 10 titik. 

Kineija tersebut menjadi target dari Kegiatan Penyidikan 

Jaringan Peredaran Gelap Narkotika. 
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4) Kasus tindak pidana prekursor narkotika dan psikotropika 

yang terungkap dan terselesaikan dengan indikator 

pencapaian sasaran: 

a) Jumlah kasus tindak pidana prekursor narkotika yang 

terungkap sebanyak 50 kasus. 

b) Jumlah rekomendasi ijin atas ekspor-impor prekursor 

narkotika sebanyak 28 rekomendasi. 

c) Jumlah kasus tindak pidana prekursor narkotika yang P-

21 sebanyak 95 berkas perkara. 

d) Persentase industri farmasi yang tidak melakukan 

penyimpangan distribusi psikotropika sebesar 32%. 

Kinerja tersebut menjadi target dari Kegiatan Penyidikan 

Jaringan Peredaran Gelap Psikotropika dan Prekursor. 

5) Kasus tindak pidana narkotika di pintu masuk bandar udara, 

pelabuhan !aut, perairan, darat dan lintas batas wilayah 

Indonesia yang terungkap dan terselesaikan dengan indikator 

pencapaian sasaran: 

a) Jumlah kasus tindak pidana narkotika yang terungkap di 

pintu masuk bandar udara, pelabuhan !aut, perairan, dan 

Iintas batas wilayah Indonesia sebanyak I 24 kasus. 

b) Jumlah kasus tindak pidana narkotika di pintu masuk 

bandar udara, pelabuhan !aut, perairan, darat dan lintas 

batas wilayah Indonesia yang P-2 1 sebanyak 286 berkas 

perkara. 

6) Tersangka dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) kasus 

tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang 

ditangkap dengan indikator pencapaian sasaran: Persentase 
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tersangka dalam DPO kasus tindak pidana narkotika dan 

prekursor narkotika yang ditangkap sebesar 80%. 

7) Tersangka tindak pidana narkoba yang disidik asetnya terkait 

basil tindak pidana narkoba dengan indikator pencapaian 

sasaran: Jumlab tersangka tindak pidana narkoba yang 

disidik asetnya terkait basil tindak pidana narkoba sebanyak 

93 orang. 

K.ineJja tersebut menjadi target dari Kegiatan Penyidikan 

Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana 

Narkotika. 

8) Layanan pengawasan dan perawatan tabanan dan barang 

bukti tindak pidana narkotika dengan indikator pencapaian: 

Indeks layanan pengawasan dan perawatan tabanan dan 

barang bukti tindak pidana narkotika dan presursor narkotika 

sebesar 85 .  

K.ineJja tersebut menjadi target dari Kegiatan Pengawasan 

Tabanan dan Barang Bukti. 

e .  Meningkatnya produk dan layanan bukum serta keJjasama 

nasional dan intemasional bidang P4GN dengan indikator 

pencapaian sasaran: 

- Indeks layanan bukum bidang P4GN sebesar 4. 

- Tingkat efektivitas keJjasama dengan instansi pemerintab 

dan komponen masyarakat baik dalam maupun luar negeri 

sebesar 80%. 

Untuk mewujudkan kondisi tersebut, maka kineJja kegiatan 

yang ditargetkan sebagai keluaran adalab sebagai berikut: 
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I) Produk hukum di bidang P4GN dengan indikator 

pencapaian sasaran: Jumlah produk hukum yang selesai 

disusun sebanyak 33 rancangan. 

Kinerja tersebut menjadi target dari Kegiatan Penataan 

Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum. 

2) Layanan bantuan hukum di Bidang P4GN dengan indikator 

pencapaian sasaran: 

a) Jumlah permasalahan hukum yang diselesaikan sebesar 27 

kasus. 

b) Indeks kepuasan pelayanan hukum sebesar 4. 

Kinerja tersebut menjadi target dari Kegiatan Penataan 

Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum. 

3) Layanan kerja sama nasional, bilateral, regional, dan 

intemasional dengan indikator pencapaian sasaran: 

Persentase kerjasama yang berjalan sesuai nota kesepahaman 

sebesar 80%. 

Kinerja tersebut menjadi target dari Kegiatan 

Penyelenggaraan Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri. 

4.2. Kerangka Pendanaan 

Kebutuhan pendanaan proram dan kegiatan dalam rangka 

pencapaian Sasaran Strategis BNN periode 201 5-20 1 9  

diestimasikan sebesar Rp 8 ,76 triliun dengan rincian R p  1 ,40 

tri1iun (tahun 20 1 5); Rp 1 ,58 triliun (tahun 20 1 6); Rp 1 ,74 tri1iun 

(tahun 20 1 7); Rp 1 ,9 1  triliun (tahun 201 8); dan Rp 2, 1 1  triliun 

(tahun 20 1 9) .  Sumber pendanaan sepenuhnya berasal dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 
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BNN mengefektifkan fungsi alokasi anggaran dengan prioritas 

peruntukan bagi pelaksanaan P4GN oleh instansi vertikal dalam 

rangka optimalisasi pemenuhanan layanan publik bidang P4GN. 
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BAB V 
PENUTUP 

Rencana Strategis (Renstra) BNN Tahun 201 5-201 9  ini bersifat 

indikatif. Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis beserta indikator dan 

target kinerjanya akan dioperasionalkan dalam program/kegiatan BNN 

seluruh unit kerja di lima tahun mendatang sesuai arah kebijakan dan 

strategi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, Renstra ini menjadi 

acuan penyusunan rencana kerja setiap unit kerja setiap tahunnya. 

Renstra ini juga akan dievaluasi pada pertengahan dan akhir periode 

lima tahunan Renstra sesuai ketentuan yang berlaku. Jika di kemudian 

hari diperlukan adanya perubahan pada Renstra ini, maka akan 

dilakukan penyempumaan sebagaimana mestinya. 
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LAMP IRAN 

• Matrik Kinerja dan Pendanaan Badan 
N arkotika N asional 

• Matrik Kerangka Regulasi 
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komponenyairu 

Pengungkit adalah 
seluruhupayayang 
diWruk.anolehBNN 
da!am mmjalankan 
fimgsinya 

b. Huiladl.lahiUnt'l]a yang 
diperoleh d;ori komponen 
pengungkit 

Ha!te�butdilalrukandegan 
Aplkni PMPRB sehinl!8a 
memudahkan BNN da!am 
mcnyediahn lnformasi 
mengenaipnkemb.ingan 
pelaksanaan R.Bdan upaya· 
upayaperbaikan yaiii �U 
dibkukan sena menyediakan 
dau/informalibagi 
Kementerian PAN & R.B  
d;llamrangb. menyusun 
profilnouionolpdal::sanaan 
reformasi birokrasi 
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NO 
PllOGRAM /  
KEGIATAN 

VNlT 

INDIXATOJ. I DANMETODE LINE PENANGG 
DEFINISIOPERASIONAL I BASE KEIUA 

_141. 

PENGUIUKAN Ull4 2015 UNG 
JAWAB 

m I rBJ I f9J I oo, U, 'JS; '16) rm 
��rj�r:bilitas �=�::::::�:n

�lja 

J CC 

BNN m�rup;�k� Nil�i yang 
diberikanoleh Kcmcnpan 
RB kep;�daBNN terhadap 
capaian kincrjaaras target 
lndikator Kinerj� dan 
capaian kd,..rhasilanatas 
s.uaran yangtdah ditetapkan 
baikdalamJangkapendek 
maupunjangka menengah 

1 Satuankerja rnenyusun 
l;o.poran Kinerja lmtanst 
Pemerintah (LKIP) 
Mrdasarka.ntarget 
kinerjaiKK l2. Unitkerja Eselon l 
menyusunLKIP 
berdasarkancapaian 
kinerjaiKKoleh satuan 
kerjayang capaian 
keMrhasilannya 
dihut>ungkandmgan 
target iKP (lndikator 
Kinerja Program)pada 
tinght Eselon l 

13 PadatahapakhirLKIP 
Badan disuron 
b<:rdasarkan capaian 
kinerjafKPolehunit 
kerja E�lon l yang 
capaian keberhasilannya 
dihubungkandengan 
targc1IKSS (Indikator 
Kincrja Sasaran 
Str�legis) pada tingkat 
Kemcnterian/Lemb�ga 
atautingkat BNNyang 
kemudian disampaikan 
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NO PROGRAM/ 
DOlATAl'\1 

m 

Penyuron01n <bn 
PengemNngan 
RcncanaProgram 
dan Angg;oran 
BNN 

SASAilAN [NDIKATOR 

"' 
Opiailaporaa 
K�uupo BNN 

tlNIT 
DEFINISIOPE1ASIONAL I BASE KE&JA 

DAN METOD£ LINE PENANOG 

PENGUDJIAN 2GI4 ZCIIS UNO 

lSI I ldJ I I7J Ddinisi O!!t'osjooa!: I WTP I WTP 
Opiniauditata5 Lllporan 
Keuanganyang dite1bitkin 
BPK RI 

Pt9Udqr Pcnpkypo; 
&rdaso�rkan hasilakhir 
audit/pemenk»an ;ua:; 
L1.poran Keuangan 
yangdilalrukan BPK Ri setiap 
tahun anAA•ran 

ty) I (Hl) '12, 
WTP 

IAWAB 

"/3, u; '15l 'In 

Layanan pelftlcinaan IPersentase unit ke�;o. 'Dcr ... isj OpcwiogaJ: 
program dan kegi.;uan y�ng

.

_ 
memperoleh J_ Unit k

.

erja yang dimahud 
mlatkinerja _ adalah seluruh unitkel}a 
anggaran katcgon yang telall terbtnrok 
"batk" 2. Kiner.�aanggaranyang 

75% 77% I 80% I SS% I 90"!. 36.941 36.941 40,635 44,699 49,169IBiro 
Pncncanaan 

dinilai mdipun 
a. Aspek implemen"si "'' 
b. aspekmanfaat 
(b«d�rUn NomOT 
2491PMK 02/20 1 1  T�:l 28 
Desember 20l l l  

�· 
Nilai alrumub.tifdaribobot 
capaian yangtediridati 

I Aspek l:'nplememasi ( 
bobot66,7%) 

a. Penyerap;�nscbes.ar 
9,7% 

b. Konsistensi 18.2% 

c. C�p;�ian0utput43.S% 

d_ Efisicnsi28,6% 

2. Aspelt lll<lnfut (bobot 
JJ.J%) 
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NO I �� 
l m l m 

Pengembil.np.n 
Org.�nis..si, 
Ta�na,dan 
SumberDaya 
Manusia 

SASAIAN IND�TOR J DANMETODE LINE 
TAI.GBT 

DBPINISI OPEI.ASIONAL. I BASE 

PENGlJI'UKAN lOI• I 2015 I 2016 I 2GI7 I 2011 I 201P 

f3) (4) (5) 
Layanan l''�.w·. k�epatan IDrfini•j Opcn•ionaJ: 
pengembangan waktu pmnb1W1 Jumah Dolrumen 
orgarusasl,tata laksana dolrumcn 
danuruun pmgembangan 
k�gawaian orgamsas1 dan tata 

laksana 

Pengem!MnganOrganisui 
danTatalahanayang 
diselesaikanpada setiilp 
tahWlselama 2015-2019 

lndd.:s 'upuasan 
byalliln 
kepegawaian 

Pmwlur Pmnekuno; 
Hasilcipaianmengacupada 
presentaseketepatilnwakru 
penerbitan dokumen 
pengembangandan 
tatald.:sanayng diseleS<likan 
pada..,tiaptahun selama 
2015-2019 

lndeksKepunUILayanan 
Ktpegawaian dalahtingkat 
kepuasan pqawai BNN 
dalam memperoleh 
pelayan;�.�� kep"'!awaian .ari 
apararurpenydengg;ua 
pday;m;mk�waian di 
BNN dengan 
m�mbandingkan anur.t 
hal'ilpandan keburuhanyang 
terpenuhi 

Otngan mela�rurvey 
kepadapegawai BNN md.alui 
aplibsiSimP<"&BNN t<mtang 
tingkatltepua!Nin !ilyanan 
kepqawaian dmgan sbla 
Linl<frt (0-100) 

,., I m I f8J I "'' I (I(J) ltn 
WA 90% I 90% 

tlNIT 
J[UJA 

PENANGG 
lOIS I 2016 1JNG 

JAWAB 

(12) I GJJ I (14) , .  (JSJ I (Jtf) I (JTJ 
ll,41l j 12,4\lj 13,653 J IS,019J 16,520JBiro 

Kepegawaia 
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NO I P��� 

P�mbinaan 
Adminima�idan 
Pcngdolaan 
Kcuangan 

Layananadminimasi 
kcuangan 

UNIT 

INDIKATOR. I DAN METODE LINE PENANGG 
DHFINISIOPERASIONAL

I

BASE KERJA 

PENGtnruRAN 2014 2015 VNG 

'"""

. 

"" "ru� IP•fiol>l O""'l"ol' 
kcoa yg 1�'1 waktu I Ptnywunan dan 
mcnyclesarkan penyampaian 
lapor<�.nkeuangan �ungjawaban 
sesuar prosedur sc!uroh !iatuan k�adi 
pcmbuhlan & SAP 

BNN atas pelabanun 
APBN berupa LRA. 
Ner;�ca, LO, LPE, dan 
CaLKsoxar;� ber;.,njang 

lndel:skq>uasan 
layarum penggajian 

2_ Aspekyangdinilai 
mdiputi 
a. Aspektepatwaktu; 
b. Aspekkdcnglca.pan; 

d.o 
c. A$pekK�suaian 

dcngan SAP 

lberdasarlca.n PP No. 7 1  
'ahun 2010, PMK No 
13/PMK.05/2013dan 
erdirjenPerbendaharunNo 

'ER-S7/PBI21ll3) 

PnndurfmgukwJn: 

1 Kctapatanwakrusebesar 
100% 

2 Ktlmgkapan dan 
kesesuaiandmgan 
StandarAkuntansi 
Pemerintahsebesar 
100%. 

DrfigisjOPfrasjop.a!: 
lndeks Kepuasao layanan 
PenggajianadalahTingkat 
Kepuasan Po:gawai di 
linglrungan BNN d;�.bm 
memperolehpelayanan,data 
dan informui terkaitdengan 
layananpenggijian di 
lin�?.kun��Jn BNN 

m r9J I oo, 
lOCWo 100% 287,774 326,783 359,462 395,408 

JAWAB 

'16; rm 
434,949IBiro 

Keuangan 
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NO I �� 
m 

Pembinaan dan [Layananurusan 
Pebbanaan 
Kehumu01.n,Tata 
Usaha,Rumah 
T;mgga, dan 
PeJIBdolaan Sanna 
Prasarana 

Pro,.... IMenlnP,atnyatau 
Dukunga.a kdola ldnclja dan 
M""ajemm d&a keuan1:on orga.aillasi Pel.aksaDau.Tups yang tkooomis, 
Tdwii Laizuaya tfisicn, diiiD tftktif 
BNN 

Dengancara mengukur 
5r01ralrualitatifatasf"'ndapat 
Pcgawai dilingkungan BNN 
yangtclah mcm;>eroleh 
pclayanan,data dan infonnasi 
rcrkaitlayanan pmggajian 
dariba.g.lakgarBiru 
Keuan�n BNN 

lndds kepuasan 
layananumum 

DcfinisjO""rasippa!: I N/A 
Indel<sKepuasan Layanan 
Umumadalah tingkat 
kepuasanmasyarak.i.tdalam 
memperolchp<:layanan daU 
dan informasi dari aparatur 
pen)'<'lenuazapdayanan 
publik di lingkungan BNN 
deng.o.nmembandingkan 
antaraharapandan 
kcbutuhannya. 

ProK<furPeogu!ruun: 

Dengancaramengulrur 
�caralruantitatifdan 
kualitatifat..., pendapat 
masyarab.t yangtdah 
m�mperol�hpelayanandata 
dan inform�i d;tri BNN 

••=<-Uh>U I"''''''"'"'''"''' 
kclja yang Akuntahd memiliki 
P"naclo!UJ� Icintlja pcngo:nian: 
dan keuuguoya _ Satua_

n keljaya"
.

tid.ak 
akuotakl (dapat rncmihki tcmuan 
dipcnanuungjawab - s�ru�n l:crja yang hn) mcmndaldanJuU 

,-.,kom�nda•i ata•ternuan 
audit keuomgan BPKRl. 
auditkinerja BPK Rl, dan 
auditlttamaBNN 

N/A 

70 15 163,423[ 214,770 236.247 259,871 

80'% I 90% t tOO% 7,166 7,166 7,183 8,611 

UNIT 
Kl!VA 

P.ENANGG 
UNG 

JAWAB 

on 

285,858IBiroUmum 

9,SJS IInspcktorat 
UtaJ!:la 
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NO 
PROGRAM / 
KEGIATAN 

(2) 

Pengawasan d.an 
PengemNngan 
Akuntabilitas 
Kinelja 

DEFJNISIOPERASIONAL I BASE 
INDJXATOII. I DANMETODE LINE 

PENGVKUllAN 2014 

Proudur!>fngukuran: 

- Denganc..r� mengukur 
pcrsentast saruan Urja di 
wilayah l , ll, dan lll yang 
tiak memiliki ternu.aniludit 

- MengulrurpeiSentase 
saruankelja di wliayah l. 
II, d�n Ill yang Ielah 
menindaldaJuti lemuan 
audit keuangan BPK Rl, 
auditlciMrja BPK Rl , dan 
al.ldit lmunaBNN 

Layanankonsultasi IPerso:ntasesatuan 
lata kdola kinerja dan kerjl Y'-Dl! . . Akuntabd memiliki keuangandt wllayah l :.�s::.t::;,;a lpeng<:rtian 

��n����ab · �a:��k���:�g tidak 

Un) - Satuankctjayang 
menind.aldmjuti 
n:komcndasi atastcmuan 
audit kcuangan BPK RI. 
audit kinerja BPK RI, dan 
audit lttama BNN 

Prm,dur frngukurap: 

- Dengancara mengukur 
prrsenta.., saruankcrja di 
wilayah l yangtiak 
memiliki !cmuanaudi! 

- Mrngukurper:scntas� 
saruan kcrjadi wliayilh l 
yangtdah menindaklaju!i 
tcmuanaudit l:cuang•n 
BPK RI. auditk.incljaBPK 
Rl. dan audi!htamaBNN 

"'" 

171 I IRI 

SO% 90% I 100% 2.385 2.385 2.624 2.886 

UNlT 
XERJA 

PENANOO 
VNG 
1AWAB 

tm 

3 . 1 751 Jnspektorat 
I 
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T.U.GET 

NO I �� DEFINISI OPBRASIONAL .... 
!IASABAN INDIKATOA DANMETODE LINE 

PENGtJDJIIAN ,.,. 2015 2016 2017 2011 201. 

rm I1J "' ,., "' '� "' ,., I1'J ,. 11 
Pro...,. MmiDJkatnya daya UJ· - I!�:6aili0pnuillall: 9,75% 9,75% 9,15% 9,7S"4 9,7S% 
PeaceJahllll taqkal muyaraku penyal&b iiiJ1& Upayameningkatlw! 
Ponyalahpnu.a tertl.adap b&baya nartob&cob&pabi keu.haiWi diridan organisui 
d.&a. Peftd&rllll penyr.lahplll&aa daa. 
Gelap Nullob& penduuselap 

(F<GN) uarknba 

Penycl��UI rnformast P4GN 
Disemmasi kqn.daktluarga 
lnfomw•P4GN 

InformuiP4GN 
'""" 
pelajar/maha:;iswa 

lnformalriP4GN 
l;epadapeketja 

untukmem.utibn 
Ulangsungan hid11psehat 
dan penyalahgunun 
narkob.!. 

IEs!lurl"gJPik:Jina: 
H.uilcapaianmengac:u�da 
prosentase robapabi 
narkoba pada setiap tahun 
selama 1015-2019 
Prosentase iniadalahanglu. 
d•rih"il�o<llti•oBNN I I I I I I I fingka

_

t �fektivuas ��: N/A 55% 60% 65% 70% 75% 
rnform.tM P4�N Efektivitas informasi P4GN yang dtsampatUn yang disampaibn melalui 

medi� dd<tronik d;m non 
e!ektwnikyangdima!tsud 
d.tlamha.lini ada.lahseberapa 
besartingkat pemahaman dan 

I responpositif targetsasaran lterhadap pesan/informasi I N/A I 55% I 60'% I 65% I 70% 

P4GN yang dznmpaziwl 
mdaluimedia elektronk 
maupunnon elektronik 

fmwhlrfm���okv.rtl:l: 
Hasilcap.�iansetiapW!un 

I riulror melalui kunioner
_ 
dan I N/ A I 55% I 60% I 65% 

wawancara mend.llam (lll· dcpthmtcrwew} 

ALO&ASI (Dtil- hataan Rspilh) lJNlT 
JIEVA 

PENANGG 
2015 2016 2017 2011 201. t.ING 

JAWAB 

(12) 1J UJ " 16 n" 

78,137 78,137 85,9.50 ...... 104,000 n.,.n 
Bidal!lt 
P�pbaa 

5 1 ,0811 S l .OSll 56)891 61,8081 67,9891D��kt?rat 
Dtscmma si 
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PllOGBAM /  
KEGIATAN 

{2) 

Pro""" 
Peoct-gahan 
Pmyalahii'GNII 
dilii PetTdarilll 
GclapNarkoba 
(P4GN) 

SASARAN 

Terwujudnya 
knnandirian 
muyarakat dan 
nalr.eholder 
bc'rpufuipasi dabm 
pdUsannn P4GN 

I '�""' I � I DEFINISI OPERASIONAL I BASE I I I I I I I I 
INDIKATOR j DANMETODE LINE 

PENGVKURAN 2014 

m I ,.,  I (7) I m 
Hasilcapaianscti,ptahun 
diulrurmdalui monitoring 
dan evaluasi di tingk<ltpusat 
dan durah deTJganbiteria 
penilaian yangmdiputiaspck 
dukungan,tindak lanjut 
(le>inarnbungan),penerapan 
di muyarakat, serta 
kemajuan(inovasi)dui 
pihak-pihak yangtdah 
diadvokasi 

lndeb ltemandirill!l IDrfinjoj Qperujonal: 
partisipasi 
muyara.l:at diliJJ�� 
pdak5anu.n P4GN 

Alrumulasijumlahindeks 
(indikator)periln serta 
masyaraUt. masy;uakat 
duniapc:ndidikan, 
masyarakat r.�wan & 
mnyarakat kdornpokrentan 
yangsecar.�mandiri(input, 
output& out�ome) d;tlam 
P4GN I>!.rdaya guna & 
bcrhasilguna membcrikan 
dampakpositifbagi 
pcngurangan perrnmta.an 
narkoba dan pasokanscdi;u.n 
narkoba 

bo5rdurPtn&l!kvlao; 
M�ngidentifikllsijuml�h 
kcmandirian NGN (input, 
nmpm& outromc)dari 
masing-masing masyar�kllt 
kcmudian dilakuhn interval 
tingbtan, yairunilaitotol 
dibagi 3 : 1/3 nilaiterrndah 
1-33"/o(in<kk<TC"ndah), l/3  
ni!ai tcngah 34-66% (indcks 
sedang), l/3 nilaitinggi67-
99o/o (indckstinggi) dan nilai 
l�bih dari 100"/o mah indeks 

75,527 75,527 83,080 91 ,JS7 IOO,S26IDcputi 
Bidant: 
Pcmbcrda,a 
aa Muyan 
ku 
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NO 

[(J,  

PllOG:RAM/ 
IO!GlA.TAN 

{2) 

SASAlL\N <NDD<Aro• 

"' 

Prognm 
Pemberdayaan lusaha/swutayang 
P�nggi

_
atAnri Narkoho rnmyclenggarakill 

d1duma usah.i/swasta program 
pemberdayaananti 
nukoba 

-.a lluplah) I I 
TAJ.GET I ALOIAS<(D·- ·... I D==NALI � 20U , 2016 , 2017 , 2011 1  I I I I 

Mc:tpdePmrukuriQ' 
Mengidentifiluuijumlah 
kemandirianP4GN(inpllt. 
outpm &. outcome) d..ri 
ma.smg-masmgmstan:;t 
pemerinl<lh (KIL, BUMN. 
Pemda,TNI/ Polri) 
kemudian dtlalroUn interva.l 
tingkatan, yail\l niLli totaJ 
dil>agi 3 : 1/3 nilai taendah 
(iumlahrenchh), l /3 nilai 
tengah(jumlah sedang), l /3 
nilaitinggi (jumlah tinggi) 
dannilo.ikbih daritotalmaka 
umlahlebih 

Drfjgi•jOP"rasjogal: 
Jumh.hdunia u&<�ha l swasta 
�rusaha.anbesar, 
�rusahaansedang, 
perusahana kecil.peruu.hun 
mikro,wirausaha)yang 
"'caumandiri(input, output 
& outcome) dalam P4GN 
berdaya guna& berhas.ilguna 
memberilcandampakpo5irif 
bagipengunnganpermintun 
narkoba danparokansediun 
nukoba 

Mctodr PcgrulruWJ• 
MengidentifW5ijumlah 
kemandirian P4GN (input, 
ourpur & oul�)dari 
masing·masing jumlahdunia 
usah.a / swasta(l"'rus.ahaan 
besar, perus.a.hun itdang, 
prrusahanakccil, perusah.aan 
mikro,wirausaha)ya11,11 
sccan. mandiri(input, outpul 
& outcome) dalam P4GN, 
lemudiandilablb.ninterval 
tin�tan,yairunilai tou.l 

171 I m1 I (9} 1 oa 

112 I 256 
lnsti 

VNrT 
XELIA 

PENANOG 
IJNG 

JAWAB 

an 



� 8 5 � 
� 
<2 ,. 
g> 
§ 
� 
t 
� 

[ 
f 
� 
"' 

NO 
POOGIIAM I  
J:EGlATAN 

UNIT 

SASAliAN 
DEFOOSI OPERASJONAL 

I 

BASE KERJA 
IND[I(ATOR I DAN METODE LINE PENANGO 

PENGUKlJilAN 2014 201S UNG 

dib,o.gi 3 : 1 / 3 n•Lli !erendah 
{iumlah�ndah), J/3 nilai 
!engah(jumlah sedang). l / 3  
nllaitinw (jumlah tingg�) 
dannilaikbihd;uitotalmala 
indeks lebih 

'6) I (7) I {6) I (9) I {10) I f1J. 

Pro,.•m IJ•ml•h l"'fi''"""''"""' I N
I

A 
I I '" I "' 1 1 1l I 208 

Pem�rdayaan desa/kdurahan yang Jllmlah de ... / kdurahan, Ik.a/ Desai Desai DeY/ 
Pengg1at Anu Na•koba menydenggarakan LSM, d.ln Komun•�<>s yang Kel Kel Kel Kel 
di lingkungan program .e.:ua m•ndtri(inpur, ou!pul 
mnyarakat pcmberdayaan ant1 &. outcome) dalam P4GN 

narkoba bf:r<b.ya guna& berhaS�Iguna 
memberikan dampakpoouif 
bagi penguranpn pc1mmt.1J.n 
narkob;o danpasokansaliaan 
narkoN 

�&l!boran: 
Mengidemifihsijumhoh 
kei!Undirian P4GN (input, 
output& oulco�)dari 
muing-m.uing jumlahdesa/ 
kelurahan. LSM, dan 
Komunirasyang..,cau 
mandiri (input, ourpur & 
ou"ome)dalam P4GN. 
kemudiandilakul:an inrerw.l 
ringl:aran. yaitunilaitotal 
dibagi J : l/l nilar terendah 
(pros-emase•endah), l/J nilai 
tengah(prosemasescdang). :,:�·�� ··�· ,,., . .,.� 

I I I Prog111m Jumlahlembaga Drliqisi O!!fta..tiona!: N/A 69 92 1 1 5  1 38 

:;��::'::::'N.,kob• l:::;,';:,'::�:::t., ����;::� ;:;� :::!.::;' �;; I �;; I �;; I L•;;b• 

dr hngkWigan program . dalam P4GN �rdaya guna & 
pendidihn pemberdJyaan illlll berhnrl guna mem�11kan 

narkoba dam�kposmfbagr 
pengurangan permrnraan 
narkob.a dan�sohn sediaan 
narkob.a 

JAWAB 

'/]j 'J]j '15, 'J6j 
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NO I �=: SASAIAN INDIKATOR. 

(2} ' ' 
Penyalahgun�. Jumlah�nya\ah 
pe-candu,dan/ l:orb.an guna,p«andu, dan/ 
penyalah gunayang knrN.npenyalah 
mem�rolehlayanan gunay;ong 
rehabilitasi rawatjalan mempero\eh\ayanan 

Khitbilitasirawat 

� alan 

� Penguatan Lembagarehabi\itasi Jumlah lemb.aga 
U,mbaga narkoba mcdisdan rehibilitasinarkoba 
Rehabihta.i sn•ialmilik kompnnen medisdan sosial "' Komponen masyarahtyang milik komponen � Masyacakat mempcroleh masyarakatyang 

� peningkatan menghasilkan 
kemampuan mantan�nyalah 

,. gunadanp«andu 

I narkob.Jtidak 
kambullkemb.ali 

� 
� 
� 

[ 
i Pa:;c<�rehilbilitasi Lembagarehahilitasi Perseotaselembitga 

Pcnyalahguna pccandudan korbao reh<�bilitasipecandu 
dao/atau Pecandu prnyalahguoaan dan korban 
Narli:obll narli:oba milik instansi pr:nyal.thgunaan "' perncrintah dao narkoba mihk :;, komponen masyarak<lt instansipcmerintah "' yangmempcrolch dan kompnnen 

� 
penguatan muyarakatyang 

menyelcngguakan 
program 
pascarehabilita:�i 

� 

TAII.GET 
DEF1NISI OPERASIONAL BASI! 

DANMETODE LINE 
PENGUJWB.AN 201< 2015 2016 2017 2010 2019 

' • m ' �· /0 Jl 

5.300 5.300 5.300 5300 
a,, o,, "'' o,, 

D<�ioio�ou>O�' 1 " 1 ''' 1 2

% I JIZ 1 '" 1 � I �1���a:o1���� ���!l::k�t ;:;;. ;:;;. ;:;;. �:: ;:; 
yang diberikan penongkitan 
kemampuansehmggan 
mampu melakukan 
pl'layanitflrehabilitasibagi 
pl'candudan korban 
pl'nyalahgunaannukoba 
<thingga tidakkambuh 
kemt>ali 

Mrllu!�r�n"'kurag: 
Melaluipemantauandan 
<"Valuasi hasilpeningkatan 
lemampuanyang dilakukan 
olehBNN sena p.:ndataan 
mantan�candudan korban 
pr:nyalahgunun narkoba 
yangtelah direhabihtni di 
Jembaga-lcmbit a tmebut 

o ••• ;,;o .. m; ... , I "'· 1 "% I ,.;. I ,�. I ,.. I JO% I Lembagarchabihtasi milik 
mstanstpcmenntah lermasuk 
BNN dan komponen 
masyualuot yang awalnya 
belummemiliki �layan.�n 
pascarehabilitasi untuk 
kemudin diberikan 
peningkatank<"mampuan 
agardapat melaksanakin 
pelayananpascarehahilitasi 

Meto.�: 

ALOLUI (Dd- Jutau bplllh) I VNIT 

.... 1 20" 1 .. ., I .... I 20 .. 1·�t a21j rwj (14) 1 {15) j {16) 1 an 

""' I 
.. . w1 ., ,.1 .. ,.1 " 'T, .. , .. 

Pengua.tan 
L<m .... 
Rehabihta si 
Kompnnen 
Masyarakat 

4
1,755 1 4 1 ,755 1 457,9301 30,523 1 53 . 5761Direkt

�

atPa 

Rehbihtas• 
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§ 
if 
� 
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[ 
f "' 
� 
"' 
� 
$ 

NO 
PllOGRAM / 
KEOIATAN 

SASAllAN 

Penyidikan 

. IKasustindakpidana 
JaringanPeredaran na.rkotil<ayang 
Gelap Narlmtika terungk.ap dan 

terselesaikan 

tiNlT 

INDIKATOR. I DANMETODE LINE PENANGG 
DEPINISI OPERASIONAL 

I 

BASE XERJA 

PENGUKURAN 2014 20!5 UNO 

M�tod�Prnsuknru: 

lnform�si yang ditindak· 
lanjuridan rerdapatjaringan 
yang berha�il dipetakan dan 
btrhasil diungl<apsehingga 
rnemper..,rnpitdan 
melemabkanroanggenk IJaringmsindikat narkotih 
dalam menjal•nkan bisnis 
'eredaran �elannarkotib. 

(7) I (8) I� I (J(}j 
JAWAB 

'16, rm 

Juml•hkasus tindak IDdigjsiOverasjopa!: 1 .366 ] 1 .43
4 

73.868 73.868 8 1 ,
2

55 89,380 98. 3 1 8]Direklorat 
pidana narkotika 
yang terungkap Pengungk.apanb.susdan 

penangkapan J>"lakuTP 
Narkotibyang berasaldari 
jaringansindikat peredaran 
gelapnarkotikajenis 
alami/tanaman dan sim<'lis 
maupun.emis.intehs,serta 
pemusnahaotadangt.anaman 
terlaungyangberhasil 
dmngl<ap 

�: 
Jumlahjaringan/sel jaringan 
TP narkotikayang diungkap 
dan disclcSO>ll:an 

Jumlahkasus tincb.k ]lkfini!liQncruipna!; 
pidana narkOllka 
yangP-

2
1 Juml�h prnyidiltan r.rhadap 

TP narl:otib. 

Mru!dcl'f:oruJrufll!: 
BerkasPerk.araTP nuli:otika 
yl.ngtelah selcsai penyldikan 
d�on diilllggap !mgk:ap setelah 
dikonsulta.sikandengan 
kejal:saandan dinyata.lln 
den�an suratveneta.pan P-

2 1 

.362 I 380 

Perkara iPerkara iPerkara iPethra !Perkara 
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� 
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� <ll ,. 
g> 
� 
if 
� 
� 

[ 
i 
� 
"' 

� 
� 
.... 
� 

NO 

tooT 
PllOORAM I 
XEOIATAN 

SASAAAN 
DEFINISI OPEJlASIONAL I BASE J[ERJA 

INDIKATOR J DANMETODE LlNE PENANGG 

PENGUK:URAN 2014 20l!i UNO 

(2) 
tindakpidana 
narkotikadan 
pr<:kursornarkotik.a 
yangditangkap 

narkotika din 
prekursornarkotika 
yangdiungkap 

TP narkotibmaupun 
t�rsangka yangmeluikandiri 
s.a3t dil3lrnkan J>(nangka�n. 

1h<oikyangbcradadi dilam 
negeri mllupunluar n.-geri 

�«?�f'!rtcukuru: 
'"UUAu uPO maupU!\ 
ter.anghyang =njadi targer 
opcrasi , baikyang bcrada di 
dalamnegcrimaupunluaT 
negeriyangbcrhasil 
ditan.�<ka 

yangdilalrukanolth individu 
maupunkelompokrerkail 
d�ngan penyalallgunaan 
P"'lrursoryang dilalrukan 
analisismelalui!Tdan 
l"'ngembangan kasus. 

Penyidibn IKasustindakpid�na 

I
Jumlahbsus tindak ll!�: 

Jaringan PCT�daran pr�lrur�r narkotika pi dana pr<:lrunor Penydidikan Kasus TP Gelap Ps1kotroptka dan psikonoptka yang narkot1kayllng PrelrursorNarkotika baik dan Prekursot terungbpdan terungk.ap ' 
tenoelc-saibn 

Jumlah rekornendasi 
ijinatas ebpor
irnporprelrursm 
narkotika 

Mwl_�: 
Jumlah Penyelidikan K;�.sus 
l'rekuuor Nnkotih, baik 
yangdilalrukanoleh individu 
maupun kelompokterk.ait 
denganJ>(nyalallgunaan 
PrekurS<lryang dilalrukan 
analisisrnelalui !Tdan 
pengembangan ka5\u bcrhasil 
mengungl:ap Ciandestm� L 
aboratoryyang tcrdapat 
p�nytrnpangan�ggunaan 
dan pr�l<ursor 

m f9J I fl(Jj 'JJ; 

� �s I K��m 
I 3,5001 3,500 

' I ' I " I " Rekom Rekorn Rekom Rekom 
en dasi en dasi en da&i endasi 

3,850 

JAWAB 

'15; '16; rm 
Pengejaran 

4,235 4,659IDirelttorat ��otropika 

Pr<:kurwr 
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PIOORAM /  
DGlATAN 

Pengawa.an 
Tahanandan 
BarangBukti 

Pro.,.. 
Peneecalu . .ll 
Penyalah&una.ua 
dan Penduaa 
GdapNarkoba (P4GN) 

SASARAN JNDRATO._ I DANMETODE LINE 
DEFINISIOPBRASJONAL I BASE 

Lt.yammpcll.'lawasan 
dan !)f'rawanm 
tahanandan barang 
bul:tirindakpidana 
narkotika 

"' 

lndckslayanan 
pengawasan dan 
perawatanrahanan 
dan baBngbukri 
tindakpidana 
narkotika 

Muingkamya llndclulayaniJI 
kuall!aslayiiDao hllku.m bidang 
hukum dln Utjuama P4GN 
bidangP4GN 

PENGUI:UIAN 2014 

Mtrodt:PmcukqtJl!: 
Juml�h p<.Tlgungk.apan Usu! 
rind�kpidana Narlmtika yang 
memenuhi umu.TPPU dari 
hasil pengusutan .Un 
Cn)'ldikanyang dilahkan 

DdjnisjOJI('psiona]: 
Pelayananpcrawatandan 
P"ngawa,.,n tahananTP 
narkotika dan uhanan TPPU 
hasilTP narkotlka, sena 
melabanakanpelayanan 
pengawasan barang buktidan 
pelayanan pengujian 
narkol:i..U secnalabmatories 

Mnodcl'mi!Jkuran: 
Tingkatp�ngawasan dan 
pcmdiharantahanandan 
baranabuktiva!Ul.memadai 

Pelayman hukumdalam 
benrukpcnymunan 
pengkajian danperumu$an 
J"'T&turanPer-UU, 
pelabanaan bamuanhukum 
dan pelaksanaanpcmbinaan 
hulrun bidang P4GN 

MrlodcPmpkuran: 
Diulrurmdalui l'elayanan 
hulrumdalambenwk 
penyusunanpmgkiljiandan 
perumu:;anpera!UfilnPer· 
UU, pda�nun bantuan 
hukumdan pelaksanaan 
P"mbinaan hukun bidang 
P4GN 

TAitGET 

,. .. 

m I tal I (Y) I ooJ 

5,077 5,077 5,584 6, 143 

'·"' 9,945 10,940 12,033 

DN1T 
XERJA 

PENANGG 
VNG 

JAWAB 

"" 

6,757 I Direktorat 
Pengawasolll 
Tahanan 
dan Barang 
Bukti 

l3,2J71Deppti 
Bida.n.g 
Huhn11 dan 
Kelju:una 
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NO I P=� 

m l  aJ 

����:oduk ��::
g
k;:�m di 

Pdayamw Bantuan 
H""'m 

Loyananbilntuan 

VNlT 

INDIKATOII. I DAN METODE LINE PENANGG 
DEFINISI OPERASIONAL 

I 

BASE XEIUA 

PENGt.JnJRAN lOlol 20l!i UNO 

1'71 I n�t I (9) 1 oo; 
Tin&bJ: cfektivitas 1Pt6. ni•i Opm.. ,_;on a!: I I 60% I 65% I 70"/o 1 75% 
kerjasama&:oaan Stjiuhmanipc'ncapou.�n 
Uutaui ��Mri.atah Ug>at;rn yang dilakuk.an 
d.aa ltompo11m BNN �rsama-uma denpn 
muyuak&t blik lrutansi Pemerirnah dan 
dalam maupvoluar KornponcnMasyarab.tbaik 
nep:ri dalannegmmuspunluar 

Mttode�rukurJA: 
Kegiatanying d>lakul<an o\eh 
BNN bersama-sama dengan 
InstansiPemerintah dan 
KomponenMasyarakatbaik 
dalammeupunluar ...,geri 
dalam mendubmg 
pc'laksanaanpmgram 
Pencegahandan 
Pernberamasan 
Pcny.llahgunaandan 
Pere<b.ranGelipNarkotib 
dan P�kunorNarkoti.b. 

Jumllhproduk IQrfinj<jOpquional: I 1 6  Ran 1 6  Ran 1 7  Ran I ' IUo I ' IUo 
hukumyangsclesai Puaturanperondang- cangan cangan cangan cangan cangan 
d1susun undanganbaik berbentuk 

UU, PP, Perpres, Perber 
maupunPerka yangtclah 
sclesai disusundan 
diundl.ngb.n 

MttodcPmaukurap.: 
Jumlahprodukbukumyang 
!dilldiundangk;m 

Dtfigisj Opm•jopJI: 6 Ka 1 6  Ka 

JAWAB 

'J6J I nJJ 

4,500 4,500 4,950 5,445 5,990IDirekrPTat 

��; di Bidang ��::��=�;" Kastnat;�upcrkanbilik 
Perdata, TIJN, pidana, 
maupunprapnadilanyng 
b<-rbubunga.ndeng;tn 
kepentingan BNN, BNNP, 
BNNKvan11.diselenbndl.n 

discleuikan 
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Lampiran ll 

NO 

1 .  

2. 

MATR.IK KERANGKA REGULASI 

BAD AN NARKOTIKA NASIONAL 

ARAH KERANGKA Uli.GENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN 
REGULASI DAN/ATAU EV ALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN, 

KEBUTUHAN JIEGULASI DAN PENELITIAN 

Rancangan PP tentang Perlunya penegasan instansi /eiiding sector 
Perubahan Atas PP No. 40 penanganan permasa1ahan narkoba terutama dalam 

Tahun 2013 ten tang Pelaksanaan hal terkait: 

Undang-Undang Nomor 35 - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Segala 
Tahun 2009 tentang Narkotika Kegiatan yang Berhubungan Dengan Narkotika 

- Penanganan dan Pemanfaatan Hana 

Kekayaan/ Aset yang Diperoleh Oari Tindak 

Pidana Pencucian Uang Narkotika dan Tindak 

Pidana Asal Narkotika 

• Penanganan dan Pemanfaatan Barang 

Temuan/ Aset Dari Tindak Pidana Pencucian 

Uang Narkotika dan Tindak Pidana Asal 

Narkotika 

Rancangan Perpres tentang Mempertegas kelembagaan BNN sebagai LPNK 

Perubahan Atas Perpres No. 23 yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab 

tahun 2010 tentang Badan kepada Presiden dan Kepata BNN diberikan hak 

Narkorika Nasional keuangan, admin.istrasi, dan fasilitas lainnya 

setingkat dengan Menteri 

Rancangan Pe<pces t<ntang Tata I Kepa1a BNN memiltlti posisi sttategis dan 

Cara Pengangkatan dan kewenangan yang besar sehingga harus steril dan 

Pemberhennan Kepala BNN tidak terkooptasi oteh berbaga1 kepentingan, 

termasuk sindikat narkoba 

UNIT 
PENANGGUNG 

JAWAB 

Direktorat Hukum 

Biro Kepegawaian dan 

Direktorat Hu.kum 

Biro Kepegawaian dan 

Direktorat Hukum 

UNIT I TAII.GET 
TEilKAIT /INSTITUSI PENYEU!SAIAN 

Kemendagri I 2016 
Kemenkominfo 

Kemendikbud 

Kemenkes 

Kemensos 

Polri 

Kejaksaan 

Dll 

Sekretaris Kabinet I 2016 
Kemenpan 

Kemenkumham 

Kemenkeu 

Sekretaris Kabinet 2016 
Kemenpan 

Kemenkumham 
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NO 
ARAB KERANGKA 

IIEGULASI DAN/ ATAU 
KEBUTUHAN IIEGULASI 

Rancangan Perpres tentang 

Grand Design Pencegahan dan 

Pemberantasan Penyalahgunaan 

dan Peredaran Gelap Narkoba 

(P4GN) 

5. I Rancangan Inpres tentang 

Penanganan Pennasalahan 

Narkoba yang Bersifat Linras 

Sektor (Pembangunan 

Berwawasan Anti Narkoba) 

Pasca Inpres 12/20 1 1  tentang 

Pelaksanaan Jakstranas P4GN 

201 1-2015  

URGENSI PEMBENTUKAN BI!RDASAIIKAN 
EVALUASI REGtJLASI EKSISTING, KAnAN, 

DAN PENELITIAN 
Memberikan arab kebijakan pelaksanaan 

pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan 

dan peredaran gelap narkoba dalam kurun waktu 

2016-2025 sehingga dapat berjalan dengan efelctif, 

efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, dan 

berkelanjutan 

Dibutuhkan sebuah instrumen kebijakan 

penanganan permasalahan narkoba yang bersifat 

Iimas sektor dalam rangka 

- Meningkatkan komitmen dan sinergi seluruh 

komponen bangsa dalam upaya penanganan 

permasalahan narkoba melalui program 

pembangunan oleh pemerintah, dunia 

usaha/swasta, dan masyarakat 

- Meningkatkan kontribusi nyata 

kemcnterian/lembaga, dunia usaha/swasta, dan 

masyarakat dalam upaya penanganan 

pennasalahan narkoba. 

UNIT 
PENANGGUNG 

JAWAB 

Biro Percncanaan dan 

DirektoratHulrum 

UNIT I TABGET 
TERKAJT /INSTITUSI PENYELESAJAN 

Seluruh K/L 2016 

Direktorat Advokasi I Seluruh K/L 2016 
dan Direktorat Hulrum 










